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NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 89 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

BISMILLAHIRRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang La. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan
17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah d

Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Per!
Pandemi Corona Virus Diseaase 2019 (Covid-19) dan Dan
dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuanga
SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran
ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Per!
Pandemi Corona Virus Disease 2019 maka perlu m

Nomor
lan Dana
janganan
npaknya,
in Nomor
Transfer
langanan
plakukan

penyesuaian dan refocusing terhadap Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Aceh Selatan yang bersumber dari dana

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksu
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatar
Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 8
2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2021,

transfer,

d dalam
1 tentang
9 Tahun
Belanja

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik I

Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 1092):

ndonesia
Republik

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):

3g
1393

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421),

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Peri

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
bangan
Daerah



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5049):

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679),

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028),

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Perigelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 | tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5340):

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pe
Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerin

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 6323),

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165),

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041),

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwaki Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor

106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 6057),

6.

7.

8.

9.

a Nomor

4575):

Pusat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No or 109,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224)

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang La ran dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembarah Negara

mbaga

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang| Standar
donesia



Menetapkan

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia| Tahun

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322),

Oanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Dae

Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daer:
ce

Selatan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah| dengan
tentang

Perubahan Atas Oanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor

2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Daerah Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 4:

TahunOCanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun
na

4

mbaran

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI

ACEH SELATAN NOMOR 89 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nbmor 89

Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2021 ( Berita Kabupaten Aceh

Selatan Tahun 2020 Nomor 89) diubah, sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisip 1 (satu) Pasal yakni Pasal 2A

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

Perubahan Penjabaran Anggaran Pedapatan dan Belanja Kabupaten
tahun anggaran 2021 sebagai berikut :

1. PENDAPATAN

a. Semula Rp.1.384.569.825.267,00
b. Bertambah/ (Berkurang) Rp. (20.248.608.000,00)
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 1.364.321.217.267,00

. BELANJA

a. Semula Rp.1.385. 160.019.934,00
b. Bertambah/(Berkurang) Rp. (20.248.608.000,00)
Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 1.364.911.411.934,00

Surplus/ (Defisit) setelah perubahan Rp. (0,00)

. PEMBIAYAAN

Penerimaan
a. Semula Rp. 590.194.667,00
b. Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 590.194,667,00

2.

3.

Pengeluaran



a. Semula Rp. 0,00
b. Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 0,00

Jumlah Pembiayaan Netto
Setelah Perubahan Rp. 590.194.667,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan (SiLPA) Rp. 0,00

2. Ketentuan Pasal 101 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran APBK se

dimaksud Pasal 2A, tercantum dalam Lampiran yang
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I

2. Lampiran II

3. Lampiran III

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

6. Lampiran VI

7. Lampiran VI!

Pasal 101

IM

gamana
rupakan

Ringkasan perubahan penjabaran APBK yang
diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian
objek, pendapatan, belanja dan pembiayaan,
Perubahan penjabaran APBK menurut| urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan,
sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rinci objek,
pendapatan, belanja, dan pembiayaan,
Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran
hibah,
Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran
bantuan sosial,
Rincian dana otonomi khusus menurut urusan

pemerintah daerah, organisasi, program, (kegiatan,
sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rinci objek,
pendapatan, belanja, dan pembiayaan,
Rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan
pertambangan gas alam/tambahan DBH-minyakdan
gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan,
kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan,
belanja, dan pembiayaan,
Rincian dana tambahan infrastruktur |menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi, |program,
kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian
objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan

3. Ketentuan Pasal 103 diubah, sehingga Pasal 103 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 103

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBK yang ditetapkan dalam
peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan
anggaran SKPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penguridangan
Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh

Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 5 Mei 2021 M

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 5 Mei 2021M

23 Ramadhan 1442 H

Plt. SEKRETARIS D KABUPATEN ACEH SELATAN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2021 NOMOR ...

adhan 1442 H23

BUPATI ACEHSEKATAN,

AID AZ


